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ABSTRACT
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LONG KALI DISTRICT, PASER DISTRICT
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Heridaerhan28(@gmail.com
Graduate program
open University

Based on data from the Paser Regency Social Service, there were 56
families belonging to remote indigenous communities (KAT) who had been
fostered or settled in the Liombe location, Pinang Jatus Village, where the funding
came from the APBN, whose development activities were carried out by the East
Kalimantan Provincial Social Service for 2018. The empowerment program remote
indigenous community (KAT) Liombe Pinang Jatus Village, Long Kali District,
Paser Regency is located in a location that is still remote and difficult to reach so
that their lives do not meet a decent standard of living. In order to avoid gaps in
social life, it still needs to be empowered, so that it is able to adapt to an ever-
evolving environment.

This study uses a qualitative descriptive methodology. The data collection
procedure was carried out using in-depth interview techniques, observation and
documentation which were then analyzed using an interactive analysis model
through the stages of data collection, data reduction, data presentation and data
conclusion.

The results of the research show that the implementation of the remote
indigenous community empowerment program (KAT) at Liombe Location, Pinang
Jatus Village, Long Kali District, Paser Regency in 2018 and 2019 went well,
because many empowerment programs were carried out by the government for the
community. They really feel the impact given, such as cultivating peanuts, corn and
chilies as well as processing forest products, namely rattan. This has an impact on
welfare, economic empowerment and social activity including in their politics. The
inhibiting factors are limited health and educational facilities, no lighting facilities,
limited access to roads and clean water.
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Berdasarkan data dari Dinas Sosial Kabupaten Paser terdapat sebanyak 56
KK warga komunitas adat terpencil (KAT) yang telah dibina atau dimukimkan dj
lokasi Liombe Desa Pinang Jatus dimana pendanaannya berasal dari APBN yang
kegiatan pembangunannya dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Kalimantan
Timur Tahun Anggarn 2018. Program pemberdayaan warga komunitas adat
terpencil (KAT) Liombe Desa Pinang Jatus Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser
terletak di lokasi yang masih terpencil dan sulit untuk dijangkau sehingga
kehidupannya kurang memenuhi standar hidup yang layak. Agar tidak terjadi
kesenjangan dalam kehidupan bermasyarakat maka masih perlu diberdayakan,
sehingga mampu beradaptasi dengan lingkungan yang terus berkembang.

Penelitian ini menggunakan metodelogi deskriptif kualitatif. Prosedur
pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara mendalam, observasi dan
dokumentasi yang kemudian dianalisis menggunakan model analisis interaktif
melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan kesimpulan
data.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi program
pemberdayaan komunitas adat terpencil (KAT) di Lokasi Liombe Desa Pinang
Jatus, Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser pada Tahun 2018 dan 2019 berjalan
dengan baik, karena banyak program pemberdayaan yang dilakukan oleh
pemerintah kepada masyarakat. Mereka sangat merasakan dampak yang diberikan
seperti bercocok tanam kacang tanah, jagung dan cabai serta dalam hal pengolahan
hasil hutan yaitu rotan. Hal ini berdampak pada kesejahteraan, keberdayaan
ekonomi dan kegaitan sosial termasuk dalam politik mereka. Faktor yang
menghambat adalah terbatasnya sarana fasilitas kesehatan, pendidikan, tidak
adanya sarana penerangan, keterbatasan akses jalan dan air bersih.

Kata kunci: Implementasi, Pemberdayaan, KAT.
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